
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXP.47 / M.PPN / HK/ 03 / 20 17

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN

BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

l\,leninrbang a. bahwa dalant rangka nrendorong pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahrn 2074 tentanS Desa yang merupakan sincrgi
dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah,
diperlukan penirrgkatan pembangunan desa dan kawasan
perdesaan;

b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Pembangunan Desa

dan Perdesaan, diperlukan upaya sinklonisasi dan koordinasi
yang lebih baik dalam perencanaan) pelaksanaan, nrorritoring,
dan evaluasi program-proSram pembangunan yang terkait
dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaanl

c. bahwa berdasarkan pettimbangan sebagainrana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi
Strategis Pcrccpatan Pclaksanaan Bidang Pembangunan Desa

dan Kawasan Perdesaan;

d. bahwa pejabat dan pegawai yan8 namanya tercantum dalan'r

Lampiran Keputusan ini dian3gap mampu dan menenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tir.n Koordinasi StrateSis Percepatan Pelaksanaan

Bidang Pembangunall Desa dan Kawasan Perdesaan;

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 20-16 tentanS Ar1&laran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O17
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 6 Nomor' 240,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Undarrg-Uirdang Republik Indonesia Nouror 6 Tahl;.rl 2A14
tentang f)esa (Irnrbaran Negara Republik lndonesia Tahun

,\,lengingat

2014 .



Menetapkan

PERTAMA

2014 Nomol' 7 , Tanrbahan lentbaran Negara Republik
Indonesia Nonlor 5495);

3. Peraturan Presiden Nonlor 45 Tahun 2073 tentans Tata Cara

Pelaksanaan An19aran Pendapatan dan Belanja Negaru;

4. Peraturan Presiden Nontor 2 Tahun 201,5 tentanS Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 201 5-

2019;

5. Pelaluran Ptesiden Nonlol' 7 Tahun 20'l 5 tenlanS Organisasi

Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonlor 45 Tahun 2076
tentan8 Rencana Kerja PemerintabTahun 2077;

7. Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2075 tentang

Kenlentel'ian Pet:encanaan Pentbangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah

den}an Peratvtan Presiden Nomor 20 Tahun 20"16;

9. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Perrrbattgunan Nasional Nomor 4 Tahun

2016 tentang OlSanisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunarr Nasional;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pen-tbangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,

Pen:.antauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggatan;

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/KEPALA BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOOPDINASI

STRATTGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

Membentuk Tim Koordinasi StrateSis Percepatan Pelaksanaan

Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk

selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa

dan Kawasan Perdesaan, dengan susunan keanggotaan

sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tinr Koordinasi Strategis Pentbangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan terdiri atas terdiri atas Tinr Pengarah, PetlanSSul'I8

Jawab, Tim Pelaksana danTenaga Pendukur.rg.

KEDUA

KETIGA : . ..


